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Dr.I Wayan Gde Wiryawan, S.H..M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract
Implementation of national development as a system, based on the Law of
the Republic of Indonesia Number 25 E8ar 2004 on National Development
Planning System by all components of the nation in order to achieve the state goal
of a just and prosperous society has not been able to touch legal development
optimally. The State of Indonesia as a state of law still requires a cledgffind
concrete legal development direction. To realize the development oriented to the
welfare of the people of Indonesia and make Indonesia as a country that has a
legal character in accordance with the values of Pancasila. Legal development
planning in Ing@nesia is an absolute necessity of its existence, because withoutg)
clear course it will not be possible to realize the development of law in
accordance with what has been expected.
Key Note : urgency, Guidelines legal development

Abstrak

Penyelenggaraan pembangunan nasional sebagai suatu sistem, yang
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 t@ging
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional oleh semua komponen bangsa dalam
rangka mencapai tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur belum dapat
menyentuh pembangunan hukum secara optimal. Negara Indonesia sebagai negara
hukum yang masih memerlukan suatu arah pembangunan hukum yang jelas dan
konkret. Untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi padgkesejahteraan
rakyat Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki
karakter hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perencanaan
pembangunan hukum di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang mutlak
keberadaanya, karena tanpa adanya@f@luan yang jelas tidak akan mungkin dapat
mewujudkan pembangunan hukum sesuai dengan apa yang telah diharapkan.
Kata Kunci : Urgensi, Haluan Negara, Pembangunan Hukum
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a
I. PENDAHULUAN diarahkan pada peningkatan harkat,

Pembangunan nasional martabat dan kemampuan manusia

merupakan pengamalan Pancasila
dan pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) yang

serta kepercayaan pada diri sendiri
dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur baik

material maupun spiritual .
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Gerakan reformasi yang terjadi
di Indonesia merupakan reaksi atas
kegagalan orde Baru dalam
mewujudkan tata kelola negara, yang
menjadikab tujuan  pembangunan
dibidang politik, ekonomi, hukum,
sosial budaya, dan pertahanan
keamanan yang dilaksanakan oleh
negara tidak tercapai.

Salah satu tuntutan yang paling
mendasar dalam gerakan reformasi
1998 adalah pembenahan sistem
hukum yang kemudian menghasilkan
adanya 4 (cm%) kali perubahan atau
amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal
ini menunjukkan bahwa rakyat
Indonesia pada saat itu merasakan
bahwa faktor manusia bukanlah satu-
satunya  penyebab  absolutisme
kekuasaan penyelenggaraan
pemerintahan. Absolutisme telah
dirasakan pula dalam susbtansi-
substansi hukum yang mewarnai
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Pada masa
itu, muncul berbagai peraturan
perundang-undangan yang lebih
berorientasi untuk melanggengkan
tertentu

kekuasaan kelompok

sehingga menghasilkan suatu
pemerintahan yang bersifat oligarkis.

Tuntutan  reformasi  sistem
alkum sebagai  dasar  dalam
manajemen kehidupan bangsa secara
menyeluruh itulah yang memerlukan
adanya reformasi kebijakan politik
dan reformasi sistem hukum, agar
supaya manajemen nasional itu dapat
dikembalikan kepada sistem menurut
konsep dasarnya secara
konstitusional.

Adanya tuntutan tersebut tidak
terlepas dari adanya konsensus
dalam  kehidupan bernegara di
wonesia yang menyatakan bahwa
negara Indonesia adalah negara
hukum yang secara eksplisit telah
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945 Perubahan ke-4 disebutkan
bahwa : “Negara Indonesia adalah
negara hukum.” Ketentuan pasal
tersebut merupakan éanclasan
konstitusional ~ bahwa  Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas
hukum, hukum ditempatkan SEgai
satu-satunya aturan main dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara (supremacy of law).

Kenyataan tersebut secara logika

seharusnya menjadikan kehidupan
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pembangunan hukum dan kehidupan
hukum di era reformasi lebih baik
dari  waktu-waktu  sebelumnya.
Tetapi pada kenyataannya dalam
berbagai jurnal ilmiah, media masa
telah dirilis bahwa reformasi hukum
merupakan salah satu bida%yang
mengalami  kegagalan.  Adapun
bentuk kegagalan supremasi hukum
di era reformasi, seperti Praktik

&N semakin

Penuntasan kasus megakorupsi yang

menjamur,

belum memperlihatkan titik terang,
dan penuntasan kasus pelanggaran
Hak Asasi Manusia. Adanya
tindakan-tindakan sistematis  dari
penguasa yang sccara  sengaja
maupun tidak sengaja “merusak”
tatanan hukum dalam hal
pembentukan, pelaksanaan  dan
penegakan hukum. Hal ini menjadi
bagian terpenting kegagalan
pembangunan hukum di Indonesia.
Pada  sisi  empirisnya  sudah
ditayangkan secara terang benderang
tentang adanya arogansi kepentingan
politik yang tidak terkendali yang
mengatasnamakan kepentingan
hukum itu sendiri melakukan revisi
terhadap

beberapa peraturan

perundang-undangan seperti Revisi

uu pilkada, Revisi uu
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi, dll yang tidak bisa
dinafikan dilakukan atas dasar
kepentingan  politik  praagmatis.
Keadaan ini menjadi ironi ditengah
tuntutan  menjadikannya  hukum
sebagai dasar dalam pelaksanaan
pembangunan dibidang-bidang lain.

Kesadaran akan arti penting
hukum sebagai instrument
pembangunan yang utama sudah

disadari jauh sebelumnya. Pada masa

Orde baru, dalam penyususn
Pembangunan  Jangka  Panjang
Ketiga (1995-2020) telah
dirumuskan bahwa untuk

melaksanakan negara Indonesia yang
adil , ukuran dan nilai yang harus
dipergunakan adalah  ketentuan-
ketentuan hukum. Maka pada
Pembangunan  Jangka  Panjang
Ketiga yang disusun pada zaman
orde Baru itu dirumuskan, bahwa
pembangunan nasional yang akan
datang itu berintikan pembangunan
hukum. Hal ini menunjukkan
kesadaran akan arti  penting
pembangunan hukum sudah tumbuh
dengan baik sejak 15 tahun yang lalu

dan makin nyata dengan
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dinyatakannya dalam UUD 1945
hasil amandemen yang menyatakan
negara Indonesia adalah negara
hukum. Namun sebagaimana telah
disinggung  sebelumnya, bahwa
sampai saat ini soal pembangunan
hukum masih menjadi perdebatan,
dalam berbagai aspeknya dan artinya
belum masuk ke implementasinya.

Sekarang ini masyarakat tidak
hanya mendambakan sekedar adanya
peraturan hukum, tetapi masalah
yang mengemuka ialah apakah masih
ada unsur keadilan dalam sistem
hukum yang berlaku di semua
sektor-sektor dan bidang kehidupan
bangsa ini. Tidak hanya dalam hal
keberadaan peraturan hukum yang
tetapi juga dalam hal penegakan
hukum (law enforcement ) di semua
aspek kehidupan.

Dari uraian diatas menunjukan
bahwa Penyelenggaraan
pembangunan Esional sebagai suatu
sistem, yang berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan NWna]
oleh semua komponen bangsa dalam
rangka mencapai tujuan negara yaitu

masyarakat adil dan makmur belum

dapat menyentuh  pembangunan
hukum secara optimal. Hal tersebut
diperkuat dengan adanya Sembilan
Agenda Pokok dari Presiden Joko
Widodo yang disebut Nawa Cita,
yaitu ényatakan bahwa pemerintah
akan menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada
seluruh warga negara melalui politik
luar negeri bebas-aktif, keamanan
nasional yang terpercaya, dan
pembangunan pertahanan negara Tri
Matra terpadu, serta memperkuat jati
diri sebagai negara maritim. Dalam
poin keempat disebutkan, pemerintah
ﬁnolak negara  lemah  dan

mereformasi sistem serta penegakan

hukum  yang  bebas  korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
Kegagalan pembangunan

terhadap negara-negara berkembang
ternyata tidak saja oleh faktor-faktor
kendali, seperti  ketidakstabilan
politik, sistem politik yang otoriter,
perang dan perpecahan, namun juga
oleh kurangnya perhatian kepada
hukum, manusia, serta lembaga-
lembaga sosial, karena negara-negara

yang berhasil dalam pembangunan

ternyata memberikan perhatian yang
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besar terhadap pembangunan

dibidang hukum dan sosial .

II. ElETODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
nelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang meletakkan
hukum sebagai sebuah bangunan
sistem norma. Sistem norma yang
dimaksud adalah mengenai asas-
asas, norma, kaidah dari peraturan
perundang-undangan serta doktrin.
Dalam penelitian ini dipergunakan
tode pendekatan yuridis, dengan
meneliti kaidah atau aturan hukum
sebagai suatu bangunan sistem yang
terkait dcngah suatu  peristiwa
hukum.” Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Data
Sekunder yang terdiri dari Bahan
Hukum Primer, Bahan Hukum
Sekunder, dan bahan Hukum Tertier
yang diperoleh dari buku-buku,
makalah,

literatur, peraturan

perundang-undangan dan sumber

! Suparlan, Hari Witono dkk.

Pemberdayaan Masyarakat. Yayasan
Paramulia Indonesia, Sidoarjo, hal.17

2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,
2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
& Empiris, Cetakan I, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, hal. 36

data  lain. Pengumpulan  data
sekunder dilakukan menggunakan
metode pendekatan literatur, yaitu
suatu penelitian kepustakaan dengan
menggunakan bahan-bahan pustaka
hukum yang mendukung dalam
penelitian ini. Pengumpulan bahan-
bahan hukum dilakukan dengan cara
penelusuran, pengumpulan, dan studi
dokumen secara konvensional seperti
membaca, melihat mendengarkan,
maupun dengan %nologi informasi
(media internet). Data sekunder yang
berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum
tertier yang telah dikumpulkan dan
diolah akan dianalisis dengan metode
&(matif yang kemudian akan
disajikan secara deskriptif. Analisis
data dalam penelitian ini

dipergunakan analisis kualitatif.

III. HALUAN NEGARA
SEBAGAI DASAR
PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL YANG
BERDASARKAN
PANCASILA
Negara dan pembangunan

merupakan dua konsep yang saling
berkaitan. Dalam pandangan kaum

post stukturalis sebagaimana
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dikemukaan oleh Foucault (2008:77)
negara merupakan ‘‘the mobile effect
of a regime of  multiple
govemmentalities” efek bergerak
dari sebuah rezim kepengaturan yang
bersifat multi ganda. Dengan
konsepsi ini maka pembangunan
dapat dilihat sebagai efek dari negara
yang di dalamnya mengandung
proses  benturan  dan  saling
berlawanan di antara berbagai aktor
dalam mewujudkan sebuah kehendak
untuk memperbaiki atau dalam
istilah Tania Li disebut “the will to
improve”. Negara sendiri bukanlah
sebuah entitas yang ajeg, statis dan
homogen, namun scbuah proses

pembentukan yang terus menerus

yang dipraktikan dan
diaktualisasikan melalui
pembangunan.

Dengan demikian ada proses
timbal balik antara negara dan
pembangunan. Negara terbentuk
melalui proses pembangunan dan
sebaliknya pembangunan
dikonstruksi oleh aktor-aktor, agen
dan institusi yang merepresentasikan

negara atau memiliki karakter negara

yaitu kehendak untuk melakukan

pengaturan dan kontrol atas populasi
dalam sebuah wilayah tertentu.

Pembangunan nasional
Hdonesia yang diarahkan pada
terwujudnya masyarakat yang adil
dan  makmur  secara  merata
mengandung arti bahwa Negara
Republik Indonesia bertekad untuk
mewujudkan  kesejahteraan  bagi
seluruh Bangsa Indonesia, bukan
hanya bagi sekelompok atau
sebahagian masyarakat tertentu saja.
Dilihat dari tujuan pembangunan
nasional maka Negara Republik
Indonesia menganut konsep negara
kesejahteraan (welfare state), yaitu
konsep yang menekankan bahwa
pemerintah harus bertanggung
jawab atas kesejahteraan rakyat
dan karenanya harus proaktif
mengatur kehidupan ekonomi dan
sosial

Pelaksanaan pembangunan yang
menyangkut berbagai aspek
Ehidupan menjadikan konsep

Pembangunan suatu negara wajib

ditetapkan dalam suatu sistem yang

* FX. Adji Samekto, “Pembangunan
Berkelanjutan™ Dalam Tatanan Sesial yang
berubah, Jurnal Hukum Progresif,
(Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum
Univ  Diponogoro  Volume  I/Nomor
2/Oktober 2005), him. 18.
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komprehensif agar pembangunan
berjalan secara terarah, terstruktur,
dan terencana dengan baik, sehingga
pembentukan sistem perencanaan
pembangunan nasional Indonesia
bertujuan agar orientasi
pembangunan dapat tetap terarah
pada kesejahteraan masyarakat.
Faktanya instrumen hukum
perencanaan pembangunan nasional
telah mengalami berbagai macam
dinamika sesuai dengan
perkembangan dan perubahan pada
zamannya. Perubahan yang sangat
fundamental pernah terjadi pada saat
amandemen UUD 1945, dimana
pada saat sebelum  reformasi
perencanaan pcmbangun& nasional
dilakukan berdasarkan Garis-Garis
Besar Haluan Negara atau yang
selanjutnya disebut dengan GBHN.*
Kemudian, memasuki era reformasi
pembangunan nasional kini tidak lagi
didasarkan Ela GBHN melainkan
melalui Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) yang
diejawantahkan lebih lanjut menjadi
rencana pembangunan jangka

(RPIP), rencana

panjang

M. Solly Lubis, 2000, Politik dan
Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju,
Jakarta, hal .50

pembangunan  jangka menengah
(RPJM) dan rencana pembangun
tahunan (RP’T).S Salah satu alasan
perubahan  tersebut  disebabkan
karena adanya harapan untuk
menghasilkan rencana pembangunan
melalui hasil proses politik yang
lebih sehat (public choice theory of
planning) dan konsekuensi logis dari
MPR yang sudah tidak lagi menjadi
lembaga tertinggi negara.
Pembangunan hukum sebagai
salah satu aspek pembangunan
terpenting dalam mewujudkan tujuan
pembangunan nasional dari segi
sejarahnya  belum  mendapatkan
perhatian khusus \aaupun telah
disepakati bahwa sebagai negara
hukum, pengakuan normatif dan
empirik terhadap prinsip “supremasi
hukum”,yaitu bahwa semua aspek
kehidupan masyarakat mesti
didasarkan  atas hukum  yang
dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan. dalam arti
yang luas pembangunan hukum

diharapkan dapat membentuk sistem

hukum yang dapat memberikan

5 Minto Rahayu, 2007, Pendidikan
Kewarganegaraan Perjuangan
Menghidupi Jati Diri Bangsa, Grasindo,
Jakarta, hal.102.




Dr. I Wayan Gde Wirvawan, S.H. .M .H. Urgensi ... 317

keadilan dan kesejahteraan bagi
warga masyarakat.

Dalam faktanya dari Enam
GBHN (Garis-garis Besar Haluan
Negara) pada era prareformasi
menempatkan pembangunan bidang
hukum sebagai proforma. Tidak ada
kejelasan grand disain pembangunan
bidang hukum sehingga setiap
GBHN hampir tidak pernah ada
perubahan rumusan pembangunan
hukum, yakni menciptakan
ketertiban dan kepastian hukum.
Langkah-langkah  normatif yang
ditempuh adalah melakukan
kodifikasi dan unifikasi hukum,
menertibkan fungsi lembaga-

lembaga hukum dan meningkatkan

kemampuan dan  kewibawaan
penegak hukum *
Permasalahan pembangunan

hukum di Indonesia yang tidak
memiliki “grand design” yang jelas
dalam GBHN, dari kalangan para
yuris diharapkan dapat terpecahkan
pada era reformasi ini. Tetapi pada
kenyataannya tidak terjawab dalam

Sistem Perencanaan Pembangunan

% Komisi Hukum Nasional, 2007,
Kebijakan  Reformasi  Hukum:  Suatu
Rekomendasi  Jilid 11, Komisi Hukum
Nasional, Jakarta, hal. 3

Nasional (SPPN) yang
&jawantahkan lebih lanjut menjadi
rencana  pembangunan  jangka

(RPJP), rencana

panjang
pembangunan  jangka menengah
(RPIM) dan rencana pembangun
tahunan (RPT).?

Adanya  kenyataan  tersebut
menjadikan masalah pembangunan
Sistem Hukum Nasional
(SHN/SISKUMNAS) atau masalah
BANGKUMNAS menjadi topik
dalam kuliah umum di berbagai
universitas walaupun ini bukanlah
masalah baru. Menurut Prof. Barda
Nawawie Arif, masalah ini sudah
merupakan masalah umum yang
sering/lama dibicarakan di berbagai
forum seminar nasional namun tidak
berarti merupakan “masalah basi”,
karena “pembaharuan/pembangunan
hukum” pada hakikatnya merupakan
“pembaharuan/pembangunan  yang
berkelan-jutan” (sustainable
reform/sustainable development). Di
dalam pembaharuan/ pembangunan
hukum  selalu terkait dengan
perkembangan/pembangunan
masyarakat yang  berkelanjuta

maupun perkembangam yang

" Minto Rahayu, Op.Cit, hal. 102
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berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas
ilmiah dan perkembangan pemikiran
filosofi / ide-ide dasar / konsepsi
intelektual. Jadi “law reform™ terkait
erat dengan “sustainable
societyl/development”,  “sustainable

FET)

intellectual  activity”, "sustainable

intellectual phylosophy”,
“sustainable intellectual
conceptions/basic  ideas”. Kajian

terhadap masalah ini tentunya

merupakan kajian yang
“bergenerasi”.
Kajian akademis dari

Pembangunan Sistem Hukum pada
prinsipnya sudah sangat memadai
untuk  dijadikan  dasar  dalam
menentukan road map pembangunan
hukum saat ini. Secara akademis
kajian tentang ruang lingkup
pembangunan SHN dapat dilihat dari
berbagai aspek/sudut. Apabila dilihat
dari ruang lingkup SHN
sebagaimana dikemukakan di atas,
maka pembangunan ruang lingkup
SHN dapat mencakup pembangunan
”substansial” (substansi hukum//egal
substance), pembangunan
"struktural”  (stuktur hukum/legal
structure), dan

pembangunan

“kultural”  (budaya  hukum/legal

culture).  Kalau dilihat sebagai
“program  pembangunan”, maka
ruang lingkupnya bisa disebut
dengan berbagai program yang
terkait dengan bidang hukum.
Dasar-dasar dalam
pembangunan hukum di Indonesia
sebenarnya telah mulai dikaji dan
dibahas pada era berlakunya GBHN.
Dalam  Lokakarya
Repelita VI (1994-1999), ketiga

Bangkumnas

bidang/ ruang lingkup pembangunan
SHN pernah dirinci sebagai berikut :

1. Pembangunan "perangkat
hukum nasional™ (maksudnya
bidang substansi hukum,
pen.) terdiri dari 14 sektor :
(1) sektor HTN dan HAN; (2)
sektor Hukum Tata Ruang;
(3) sektor Hukum Bahari
(Laut); (4) sektor Hukum
Dirgantara; (5) sektor Hukum
Kependudukan; (6) sektor
Hukum  Lingkungan; (7)
sektor Hukum Kesehatan; (8)
Hukum Kesejahteraan Sosial;
(9) sektor Hukum Teknologi
dan Informatika; (10) sektor
Hukum Keluarga dan Waris;
(11) sektor Hukum Ekonomi;

(12) sektor Hukum Pidana;
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(13) sektor Hukum Militer
dan Bela Negara; dan (14)
sektor Hukum Transnasional.
. Pembangunan “tatanan
hukum nasional” (maksudnya
bidang struktur hukum, pen.)
terdiri dari 5 sektor : (1)
Sektor kelembagaan,
administrasi dan manajemen
lembaga-lembaga hukum; (2)
Sektor mekanisme, proses
dan prosedur; (3) sektor
peningkatan koordinasi dan
kerjasama nasional; (4) sektor
peningkatan kerjasama

regional & internasional; dan

(5) sektor pengembangan

sarana & prasarana
pendukung pembangunan
hukum.

. Pembangunan “budaya

hukum nasional” terdiri dari
5 sektor (1) Pembinaan
Filsafat Hukum dan llmu
Hukum Nasional; (2)
Pembinaan Kesadaran hukum
& perilaku taat hukum; (3)
Pengembangan/pembinaan

perpustakaan, penerbitan dan

informatika hukum; 4)

Pengembangan dan

pembinaan profesi hukum;
(5) Pengembangan  dan
pembinaan pendidikan

hukum.

Adanya haluan negara pada era
reformasi sebagai roadmap tata
kelola aspek pembangunan di
Indonesia, terutama pembangunan
hukum diharapkan melahirkan pola
pembangunan hukum yang sistematis
dan terintegrasi dalam tatanan sistem
pembangunan  hukum  nasional
dengan Pancasila sebagai landasan
filosofi. Hal tersebut didasarkan pada
pemahaman bahwa sistem tertib
hukum Indonesia menurut penjelasan
UUD 1945 menyatakan bahwa
pokok pikiran itu meliputi suasana
kebatinan dari undang-undang dasar
negara Indonesia serta mewujudkan
cita-cita hukum, yang menguasai
hukum dasar tertulis (UUD) dan
hukum dasar tidak tertulis (confensi),
selanjutnya  pokok pikiran itu
dijelmakan dalam pasal-pasal UUD
1945. Maka dapatlah di simpulkan
bahwa suasana kebathinan undang-
undang dasar 1945. Tidak lain di
jiwai atau bersumber pada dasar

filsatat negara pancasila. Pengertian
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inilah yang menunjuklﬁl kedudukan
dan fungsi pancasila sebagai dasar
negara republik Indonesia. Oleh
karena itu secara formal yuridis
pancasila di tetapkan sebagai dasar
filsafat negara republik Indonesia.
Pancasila merupakan wujud
sikap bangsa Indonesia  yang
demokratis, teoleran, dan adil dalam
mewujudkan keinginan dan
kesejahteraan  rakyat  diharapkan
menjadi dasar dalam pembangunan
hukum. Bagi setiap warga Indonesia,
memahami dan menjiwai pancasila
dalam keseharian hidup dimanapun
berada menjadi wajib karena
mengingat pentingnya nilai- nilai

pancasila sebagai pedoman hidup

bangsa untuk mewujudkan
pembangunan hukum yang

didasarkan pada karakter dan nilai-
nilai dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pancasila merupakan
wujud kepribadian bangsa indonesia
yang utuh

Negara Indonesia sebagai negara
hukum yang masih memerlukan
suatu arah pembangunan hukum
yang jelas dan konkret. Untuk
mewujudkan pembangunan yang

berorientasi pada  kesejahteraan

rakyat Indonesia serta menja%m
Indonesia sebagai negara yang
memiliki karakter hukum yang
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Perencanaan pembangunan hukum di
Indonesia merupakan suatu
keniscayaan yang mutlak
keberadaanya, karena tanpa adanya
haluan yang jelas tidak akan
mungkin dapat mewujudkan
pembangunan hukum sesuai dengan
apa yang telah |:liharapkzm.8 Itu
artinya haluan pembangunan hukum
adalah ujung tombak manajemen
dalam  mengelola pﬁhangunan
hukum sehingga dapat menentukan
tindakan yang akurat dan tepat di
masa depan melalui urutan skala
prioritas dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.” Selain
itu juga, tanpa adanya pembangunan
hukum yang teﬁah tidak mungkin
tujuan negara yang tertuang pada

alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI

¥ Muhammad Hasbi Arbi, “UUD-
1945 dan GBHN Sebagai Kendali Yuridis
Dalam Pembangunan Nasional” Variasi :
Vol. 4 No.12, Juni-Juli 2013, h.3.

? Undang-Undang Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU
No. 25 Tahun 2004, LN No.104 Tahun
2004, TLN No 4421, Pasal 1.
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1945 dapat tercapai.m Mengingat

tingnya arti pembangunan hukum
maka diperlukan suatu sistem
perencEan pembangunan nasional
yang tepat dan sesuai dengan

kebutuhan bangsa Indonesia saat ini.

IV. PENUTUP
Simpulan
Negara Indonesia sebagai negara
hukum pada kenyataannya belum
menepatkan  pembanguan  hukum
sebagai prioritas pembangunan, hal
ini terlihat dari ketiadaan roadmap
pembangunan hukum yang sistematis
yang menimbulkan ketidakejelasan
arah dalam pembangunan sistem
Hukum Nasional yang pada akhirnya
menimbulkan  keraguan terhadap
eksistensi negara dalam
mengimplementasikaan konsep
negara hukum dalam menegakan
supremasi hukum. Fakta tentang
carut marutnya sistem hukum hukum
yang dibangun mencakup
“substansial” (substansi hukum//egal
substance),

pembangunan

“struktural”  (stuktur hukum/legal

Opatrialis Akbar, Arah Pembangunan
Nasional Menurut Undang-Undang Dasar,
http://www . fhumj.org/berita_info/berita_det
ail/17, diakses pada 10 Juni 2016.

structure), dan pembangunan

“kultural”  (budaya hukum/legal
culture), telah menimbulkan persepsi
bahwa hukum yang dijadikan dasar
dalam penyelenggaraan tata kelola
negara belum dapat menata dirinya
secara sistematis dan bertanggung
jawab  sehingga akan muncul
ketidakpercayaan pada hukum untuk

mengatur aspek pembangunan yang

lain.

Rekomendasi

Keberadaan  haluan  negara
sebagai dasar dalam pembangunan
nsional pada umumnya dan
pembangunan hukum khususnya
menjadi instrument penting dalam
pembangunan hukum yang sistematis
dan bertanggung jawab sca]gga
dapat menciptakan sistem hukum
nasional yang berdasarkan nilai-nilai
Pancasila. Pada akhirnya diharapkan
dapat meminimalisir “kegaduhan-
kegaduhan” yang muncul dalam
penyelenggaraan  negara  akibat
adanya pembangunan hukum yang
sporadis dan tidak sistematis karena
didasarkan atas kepentingan politik
kekuasaan

pragmatis  pemegang

menunjukan bahwa prinsip negara




Dr. [ Wayan Gde Wirvawan, S.H..M.H. Urgensi ... 36

hukum di Indonesia tidak dapat

berjalan optimal.
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